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PEDOMAN 

BAB I 

U M U M 
 

Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, panting untuk menjalin kerja 

sama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

lata kelola perusahaan yang baik. Salah salu hal yang lazim lerjadi dan sering terhindarkan dalam 

hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau penerimaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak 

lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah salu perhatian, mengingat sifatnya yang mengarah pada 

tindak pidana suap. 

Ketentuan mengenai Gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan negara Republik 

Indonesia tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi") 

menyatakan bahwa "setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri alau Penyelenggara Negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme bahwa 

Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam 

kategori Penyelenggara Negara. 

Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi yang dapal dijadikan acuan dalam menyusun aturan internal dan menerapkan sistem 

pengendalian Gratifikasi bagi Penyelenggara Negara dalam menerapkan Pasal 12 B dan 12 C 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pedoman ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Code of Conduct (CoC) dan ketentuan dalam 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta peraturan 

perundang-undangan tersebut di atas, untuk membantu Perwira PT Patra Drilling Contractor 

(selanjutnya disebut PDC) memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui tindakan 



 
 
 
 

FUNGSI  : CORPORATE SECRETARY NOMOR            : A-020/PDC0000/2021-S9 

REVISI  KE       : 0   

BERLAKU TMT : 1 Oktober 2021 

HALAMAN         : 2 dari 19 

JUDUL    : PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

 

Dokumen tidak terkendali ketika dicetak  
(uncontrolled document when printed) 

STK ini dapat digunakan sebagai acuan kerja sepanjang 
diyakini sama dengan dokumen di dalam share folder STK  

 

PEDOMAN 

yang harus dilakukan apabila berhadapan dengan Gratifikasi. Untuk itu diperlukan penyusunan 

pedoman pengendalian gratifikasi ini (“Pedoman”). 

A. TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah : 

1. Memberikan arah dan acuan bagi Perwira PDC mengenai Gratifikasi. 

2. Memberikan arah dan acuan bagi Perwira PDC mengenai pentingnya kepatuhan 

melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari 

peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap. 

3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan 

praktik Gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan 

kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan semakin terimplementasi. 

4. Sebagai implementasi Proses Bisnis pada Kategori 10 mengenai Manage 

Enterprise Risk, Compliance,Remediation & Resiliency. 

B. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip dasar 

Gratifikasi, konsep Gratifikasi, ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, 

batasan penerimaan dan pemberian dari Pihak Ketiga, penolakan terhadap Gratifikasi, 

pelaporan Gratifikasi, implementasi kebijakan Gratifikasi dan sanksi atas pelanggaran. 

2. Pedoman ini berlaku di Internal PDC dan pemangku kepentingan di PDC dan Afiliasinya. 

3. Pedoman ini tidak berlaku untuk Pemberian Gratifikasi dari PDC atau Perwira PDC kepada 

Perwira PDC atau Pihak Ketiga yang terkait dengan reward atau apresiasi, kegiatan 

sponsorship, promosi, Customer Gathering atau Gathering Stakeholder dan Corporate 

Social Responsibility. 

C. PENGERTIAN 

1. Perusahaan adalah PT Patra Drilling Contractor (PDC) yang sesuai dengan Anggaran 

Dasar yang berlaku. 

2. PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) adalah Induk Perusahaan PDC. 




































